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ABSTRAK 

Pembentukan undang-undang di Indonesia kerapkali medapatkan kritikan 

dari masyarakat baik itu mengenai substansi (materil) ataupun dalam proses 

pembentukannya (formil). Pada pertengahan 2019-2020 terdapat pembentukan 

undang-undang yang dibentuk dengan cepat sehingga menghasilkan produk 

hukum yang tidak berkualitas.  Pembentukan undang-undang dengan cepat dapat 

disebut dengan fast-track legislation, prosedur ini tidak dimiliki Indonesia akan 

tetapi terkesan dipraktekkan sedangkan tidak ada landasan hukum yang mengatur 

hal tersebut. Seluruh tahapan penyusunan wajib dienuhi dalam membentuk suatu 

undang-undang, akan tetapi tidak ada batasan yang jelas dalam hal dibentuk 

dalam waktu yang cepat. Sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait 

prosedur formil yang dalam hal ini berkaitan terkait waktu penyusunan undang-

undang, oleh karenanya perlu pengkajian lebih lanjut melalui konsep negara 

hukum dan  fiqh siyāsah 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif analitik. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis 

data kualitatif. Dalam hal metode pengumpulan data, penulis menggunakan studi 

Pustaka. Sementara kerangka teori yang digunakan untuk membedah data yang 

ditemukan dalam penelitian adalah teori negara hukum dan fiqh siyāsah. 

Hasil penelitian menunjukkan Apabila hendak diterapkan dapat dilakukan 

dengan beberapa skenario, pertama memasukkan kedalam hukum positif agar 

menjamin supremasi dan kepastian hukum di Indonesia, kedua, pengaturan fast-

track legislation tidak menghilangkan satupun prosedur dari pembuatan undang-

undang yang sejauh ini sudah diterapkan di indonesia, ketiga pengaturan fast-

track legislation harus mengatur serta membatasi materi muatan undang-undang 

apa saja yang dibentuk melalui fast-track legislation, keempat adanya optimalsasi 

dari sebuah Lembaga dalam hal sistem pembentukan hukum di Indonesia adalah 

Badan Legislasi dalam merespon isu-isu krusial yang menuntut penyelesaian 

pembentukan undang-undang secara cepat, kelima menerapkan metode sunset 

clause. Seperti halnya di UK pemuatan sunset clause dimaksudkan untuk 

memberikan jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada 

bagian akhirnya. Kerena sesuatu yang mendesak tidak selamanya dapat bersifat 

mendesak. Pengadopsian fast-track legislation sejalan dengan fiqh siyāsah, di 

mana FTL dapat mendatangkan kemaslahatan dan menekan kemafsadatan.  

menawarkan jaminan keadilan yang responsif dan persamaan di antara masyarakat 

dengan diakomodirnya berbagai kepentingan dan tuntutan. Selain itu, FTL 

mencegah setidaknya dari dua kemafsadatan yang selama ini mengekang proses 

legislasi Indonesia, yakni minimnya partisipasi masyarakat dan kesewenang-

wenangan dalam proses legislasi. 

Kata kunci: Fast-track Legislation, Kepastian Hukum, Fiqh Siyāsah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. 

Hal demikian merupakan konsekuensi yuridis Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Menurut Daniel S. 

Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana 

diatas sagatlah tepat, karena memang secara sosiolagis bebagai golongan 

masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai 

alasan.1Indonesia meletakkan hukum sebagai posisi sentral dalam mengandaikan 

responsifitas dalam mengisi kebutuhan atas kekosongan hukum. Namun, 

ketiadaan dari sebuah peraturan akan menciptakan anarki hukum. Oleh sebab itu 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 

perundang-undangan lahir sebagai jawaban 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 

perundang-undangan dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan 

perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan 

harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui 

Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang 

membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku 

 
1 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, 

Cetakan I, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 386. 
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dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-

undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dari sudut 

pandang filosofis, sosiologis dan yuridis. secara singkat dari sudut pandang 

filosofis, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan atas dasar 

bahwa undang-undang dipandang sebagai instrumen perwujudan cita hukum 

yakni keadilan dan kesejahteraan.2 Dari sudut pandang sosiologis, undang-undang 

merupakan instrumen dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat serta 

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.3 sedangkan dari sudut pandang yuridis 

adalah dalam bernegara, terutama negara hukum, diperlukan suatu instrumen 

untuk menindaklanjuti norma-norma yang tertuang dalam konstitusi instrumen 

tersebut adalah undang-undang  yang merupakan. bentuk dari kepastian hukum. 

Selain itu, dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.4 

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan sebuah kekuasaan 

untuk membentuk undang-undang kepada DPR sebagai lembaga perwakilan 

dalam ketentuan pasal 20.5 Kekuasaan untuk membentuk undang-undang tersebut 

tidak terlepas dari salah satu fungsi yang dimiliki DPR yakni fungsi legislasi atau 

fungsi pengaturan. Fungsi legislasi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki 

oleh DPR untuk membentuk suatu norma hukum (undang-undang) yang mengikat 

 
2 Sirajuddin, Fathurohman, Zulkarnain, Legislative Drafting, (Malang: Setara Press, 

2015), hlm. 25 

3 Ibid. hlm. 23. 

4 Ibid.  

5 UUD 1945 Pasal 20. 



3 

 

 

 

dan dapat membatasi hak-hak yang dimiliki warga negara.6 Secara pokok 

kewenangan dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan antara lain adalah inisiasi rancangan undang-

undang (RUU) (Legislative initiation), membahas RUU (Law Making Process), 

serta mengesahkan RUU (Law Enactment Approval). 7 

Pada prakteknya, pertengahan Oktober 2019 sampai dengan Desember 

2020 pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan banyak 

mendapatkan sorotan. Beberapa undang-undang seperti UU No. 19 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi, UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU No 3 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan contoh beberapa undang-undang 

yang diduga dikerjakan dengan proses deliberasi yang minim. Menurut Roy Gava, 

 
6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, (Jakarta: Sekretariat 

Jendar dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 23. 

7 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan 

Pemikiran Hukum, Media dan HAM,….hlm. 34. 
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pola pembentukan undang-undang yang dikerjakan dengan cara yang terburu-buru 

dan diklaim tidak dilakukan dengan proses deliberasi cukup disebut sebagai 

cerminan kerja politik koalisi semata (coalition politics).8 Keempat undang-

undang tersebut pula, tidak lama setelah disahkan langsung menghadapi pengujian 

konstitusional baik pengujian materil maupun formil.  

Selama pembentukannya, UU di atas justru mendapat banyak penolakan. 

Selama aksi demontrasi terjadi di banyak wilayah Indonesia demi menolak 

pengesahannya. Di tengah situasi penolakan besar-besaran yang terjadi, proses 

legislasi berjalan seolah tanpa hambatan berarti. Kesan bahwa DPR dan 

Pemerintah terburu-buru dalam membuatnya pun tidak dapat dihindarkan. Bagai 

bayi sesar, produk legislasi di atas dianggap cacat. Ajaibnya, pihak 

DPR/Pemerintah justru menanggapinya dengan menantang masyarakat untuk 

melakukan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.  

Fenomena pembentukan udang-undang yang terburu-buru, tetapi tidak 

adanya alasan yang jelas tentu saja dapat memperburuk kualiatas dari produk 

legislasi. Hal ini dapat terlihat dari berakhirnya beberapa undang-undang yang 

telah disebutkan berakhir pada pengujian konstitusionalitas di Mahkamah 

Konstitusi. Membuat suatu peraturan tanpa adanya peraturan yang jelas dan 

kepastian yang mendasari proses tersebut merupakan hal yang membahayakan, 

dikarenakan pembentukan udang-undang merupakans fungsi utama legislator 

dalam sistem demokrasi yang berlandaskan negara hukum 

 
8 Roy Gava, Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini, “Legislating or Rubber‐stamping? 

Assessing Parliament’s Influence on Law‐making with Text Reuse,” European Journal of Political 

Research 60, no. 1 (2020): 175. 
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Berdasarkan tahapan pembentukan di Indonesia. Terdiri dari lima tahapan 

yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.9 

Seluruh tahapan tersebut wajib dienuhi dalam membentuk suatu undang-undang, 

akan tetapi tidak ada batasan yang jelas dalam hal dibentuk dalam waktu yang 

cepat. Semua berdasarkan pada kehendak pembentuk undang-undang tersebut, 

yang pada akhirnya menimbulkan kesan semaunya dari penguasa saja. 

Dinamika persoalan sebagaimana diatas menunjukan beberapa hal, 

pertama, pada akhirnya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan 

mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik, sehingga berujung kepada 

pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Kedua, praktik 

pembentukan undang-undang membahayakan kemerdekaan kekuasaan 

kehakiman. Hal ini dikarenakan, adanya kepentingan yang besar dari pembentuk 

undang-undang untuk mempertahankan undang-undang sehingga terjadi 

pelimpahan pembahasan diskursus publik yang seharusnya berada di DPR 

menjadi beralih di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, pembentuk undang-undang 

akan menciptakan situasi yang sulit bagi peradilan dengan upaya menciptakan 

pola intervensi kooperatif terhadap peradilan10, karena tidak terdapatnya alat ukur 

yang jelas bagi Lembaga peradilan dalam memutuskan suatu prosedur apakah 

pembentukan undang-undanh yang dibentuk dibuat dengan cepat atau tidak tanpa 

memperhatikan deliberasi yang memadai.  

 
9 UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

10 Ibnu Sina Chandranegara, Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik 

(Jakarta: Radjawali Press, 2019), hlm. 23. 
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Beberapa negara di dunia terdapat mekanisme yang umumnya dikenal 

dengan fast-track legislation atau rapid legislation yang diatur untuk membahas 

suatu peraturan rancangan undang-undang secara cepat atau kilat, diatara negara 

tersebut  adalah Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Perancis. Indonesia 

sendiri belum mengenal mekanisme semacam ini namun kerap kali 

mempraktekkan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan 

pengaturan fast-track legislation untuk menghindari tirani legislation di kemudian 

hari yang kemudian dirumuskannya pengaturan yang jelas apabila kemudian 

pembentuk undang-undang nyatanya ingin “membuat cepat” pembentukan 

undang-undang menjadi alternatif penyelesaian persoalan. 

Dengan demikian, penelitian ini mencoba mencari solusi atas dilema 

legislasi sebagaimana dijelaskan di atas. Penulis akan meneliti bagaimana gagasan 

pengadopsian fast-track legislation dalam pembentukan peraturan perundangan di 

Indonesia demi mencipatakan kepastian hukum. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah: 

1. Bagaimana pengadopsian fast-track legislation dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif  negara hukum? 

2. Bagaimana tianjauan fast-track legislation dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia  perspektif fiqh siyāsah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan 

Mengenai tujuan penulisan ini dapat di uraikan sebagai berikut; 

a. Untuk menjelaskan bagaimana pengadopsian fast-track legislation dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif negara 

hukum. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fast-track legislation dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif fiqh 

siyāsah. 

2. Kegunaan 

Mengenai kegunaan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Hasil dari penelitian ini, hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih 

kepada peneliti mengenai gagasan pengadopsian fast-track legislation. 

b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti mengenai 

pertimbangan dalam penerapan metode fast-track legislation dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi, sumber informasi, 

dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam 

mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

hukum tata negara. 
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D. Tinjauan Pustaka  

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang juga 

membahas tema yang sama dengan yang diteliti penulis. Namun, dari beberapa 

penelitian yang ada, belum terdapat penelitian yang secara mendalam membahas 

perihal proyeksi pengadopsian mekanisme fast-track dalam bidang legislasi 

sebagaimana yang diteliti dalam penelitian ini. Berikut uraian mengenai 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya beserta perbedaannya 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Ibnu Sina Chandranegara dengan 

judul, “Pengadopsian Mekanisme Fast-track legislation dalam Pengusulan 

Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden.”11 Artikel tersebut dimaksudkan 

untuk meninjau bagaimana pengaturan fast-track legislation di beberapa negara, 

serta menganalisis proyeksi pemberlakuannya di Indonesia dengan menelaah 

secara konseptual tentang pembatasan kekuasaan presiden di bidang legislasi. 

Ibnu Sina Chandranegara dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

maksud diberlakukannya fast-track di beberapa negara ialah untuk memberikan 

tanggung jawab kepada pemerintah untuk merespons keadaan yang membutuhkan 

peraturan dalam menanggulangi keadaan mendesak. Selain itu, apabila fast-track 

diberlakukan di Indonesia, maka mesti dipersiapkan perihal skenario dan kriteria 

penerapannya dengan mengacu pada konsepsi kekuasaan legislasi yang dimiliki 

presiden. 

 
11 Ibnu Sina Chandranegara, “Pengadopsian Mekanisme Fast-track legislation dalam 

Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 

21:1 (Maret 2021). 



9 

 

 

 

Kesamaan penelitian di atas dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada 

objek kajian berupa fast-track—sebagai gagasan alternatif dalam menjawab 

problematika legislasi di Indonesia yang cenderung tidak optimal dan 

problematik. Sementara perbedaannya terletak pada subjek kajian dalam 

penelitian. Subjek penelitian di atas terletak hanya pada kekuasaan legislasi yang 

berada pada ranah eksekutif, yakni presiden.  

Hal demikian berbeda dengan penelitian penulis yang meletakkan 

kekuasaan legislasi yang berada pada lembaga eksekutif sekaligus legislatif 

sebagai subjek penelitian. Dalam artian, penulis tidak membatasi persoalan fast-

track sebagai kuasa tunggal seorang presiden, melainkan meletakkan gagasan 

fast-track pada dualisme kekuasaan legislasi di Indonesia yang dipegang oleh 

lembaga eksekutif dan legislatif secara bersamaan. 

Perbedaan di atas disebabkan karena penelitian yang dilakukan Ibnu Sina 

Chandranegara dilakukan untuk meningkatkan peran presiden dalam membentuk 

produk hukum yang responsif ketika berhadapan dengan keadaan mendesak. 

Sehingga, skenario pemberlakuan fast-track mesti mengacu pada kewenangan 

yang dimiliki presiden yang terdapat pada UUD 1945. Sementara penelitian yang 

dilakukan penulis, bertujuan untuk menjawab problematika kualitas legislasi yang 

dihasilkan oleh Presiden dan DPR secara bersamaan sebagaimana amanat UUD 

1945 dengan menawarkan mekanisme fast-track. 

Hal demikian sekaligus menjadi kelemahan dalam penelitian yang 

dilakukan Ibnu Sina Chandranegara yang cenderung berorientasi pada kekuasaan 
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eksekutif dalam memproyeksikan fast-track. Untuk itu, proyeksi pengadopsian 

fast-track semestinya tidak ditujukan kepada salah satu lembaga yang memiliki 

kekuasan legislasi, melainkan ditujukan kepada mekanisme legislasi yang 

dilakukan secara bersamaan oleh lembaga eksekutif dan legislatif demi 

meningkatkan kualitas mekanisme legislasi dan produk hukum yang 

dihasilkannya sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis. 

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Denny Hernawan berjudul, 

“Legislasi Etik: Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru Legislatif.”12 

Artikel tersebut mengkaji perihal fenomena legislasi dalam sudut pandang etika. 

Adanya persoalan semacam konflik kewenangan, konflik kepentingan, dan 

konflik peran dalam proses legislasi meniscayakan hadirnya alternatif solusi baru. 

Penelitian yang dilakukan Denny Hernawan menunjukkan betapa mendesak 

dihadirkannya konsep legislasi etik sebagai jawaban atas persoalan mekanisme 

legislasi di Indonesia yang minim responsibility dan self-control. 

Legislasi etik tidak sekadar menjadi upaya untuk membuat hukum dan 

aturan untuk memperoleh dan mengatur tindakan etis, melainkan juga menjadi 

upaya pembenahan lembaga legislatif. Dalam penelitian tersebut, Denny 

Hernawan menyimpulkan bahwa membangun deliberasi publik menjadi prasyarat 

awal untuk menghadirkan legislasi etik.  

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terletak pada subjek penelitian yang mengkaji kekuasaan legislasi yang cenderung 

 
12 Denny Hernawan, “Legislasi Etik: Sebuah Alternatif Solusi Bagi Legitimasi Baru 

Legislatif,” Jurnal Administrasi Publik Vol. 3:1 (April 2004). 
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bermasalah, baik dalam hal mekanisme maupun kualitas produk hukum yang 

dihasilkan. Sementara perbedaannya terletak pada objek kajian. Apabila Denny 

Hernawan mengkaji topik berupa legislasi etik, sebagai solusi yang ditawarkan 

atas persoalan legislasi di Indonesia, maka penelitian yang dilakukan penulis akan 

mengkaji proyeksi fast-track sebagai alternatif gagasan dalam mekanisme 

legislasi. 

Perbedaan demikian disebabkan karena dalam memahami problematika 

legislasi, Denny Hernawan meletakannya sebagai persoalan etika. Sehingga, 

menghasilkan gagasan etis. Sementara penulis meletakkan persoalan mekanisme 

legislasi dalam tataran prosedur. Sehingga, penelitian yang dilakukan penulis 

ialah dengan memproyeksi mekanisme fast-track legislation sebagai suatu 

gagasan yang bersifat proseduralistik. 

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Muh. Risnain berjudul, “Konsep 

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi 

Konseptual dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019.”13 Sebagaimana tertera 

dari judulnya, artikel tersebut menyoroti rendahnya kuantitas dan kualitas legislasi 

dalam kurun waktu 2015-2019. Rendahnya kuantitas yang dimaksud berkaitan 

dengan jumlah Undang-Undang (UU) yang dihasilkan tidak mencapai target 

prolegnas. Sementara rendahnya kualitas legislasi berkaitan dengan rendahnya 

kualitas norma hukum dalam UU yang dihasilkan. Hal demikian didasarkan 

 
13 Muh. Risnain, “Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi 

Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019,” Jurnal Rechts 

Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4:3 (Desember 2015). 
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karena seringnya Mahkamah Konstitusi membatalkan UU yang telah disahkan. 

Artinya, banyak UU produk legislatif yang berstatus inkonstitusional. 

Dari persoalan rendahnya kuantitas dan kualitas legislasi di atas, Muh. 

Risnain berupaya untuk mengkaji konsep yang dapat digunakan untuk mendesain 

peningkatan kuantitas dan kualitas legislasi di Indonesia. Dengan melakukan 

telaah pada persoalan disharmoni produk hukum, kapasitas legal drafter, 

dangkalnya kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, hingga mekanisme kerja 

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak sistematis, Risnain 

menawarkan konsep penyusunan Prolegnas integratif, sebagai jawaban untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas legislasi secara bersamaan. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terletak pada subjek kajian berupa kekuasan legislasi di Indonesia, khususnya 

terkait dengan persoalan kualitas legislasi. Sementara perbedaannya terletak pada 

objek kajian, di mana objek yang dikaji dalam penelitian di atas ialah mekanisme 

integratif, suatu konsep yang menggabungkan fokus pada aspek kuantitas dan 

kualitas secara bersamaan sebagai tawaran solusi masalah legislasi. Objek berupa 

mekanisme integratif dalam penelitian Risnain berbeda dengan objek yang diteliti 

penulis, yakni mekanisme fast-track. 

Perbedaan objek kajian dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan 

penulis disebabkan karena perbedaan memahami masalah kuantitas legislasi. 

Meskipun sekilas penelitian yang dilakukan penulis juga ditujukan untuk 

meningkatkan jumlah produk hukum sebagaimana dilakukan dalam penelitian di 
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atas. Namun, sebetulnya peningkatan kuantitas yang dimaksud Risnain dan 

penelitian yang dilakukan penulis cukup berbeda. 

Sebab, apabila Risnain hendak mendongkrak capaian target Prolegnas 

sembari mempertahankan kualitas legislasi, maka penulis justru tidak secara 

serampangan hendak mendongkrak produk legislasi, melainkan semata-mata 

untuk menghadirkan produk hukum yang betul-betul mendesak untuk dibentuk. 

Apalagi, mengingat bahwa tidak semua RUU dalam Prolegnas betul-betul 

mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal demikian juga menandai 

perbedaan konsekwensi yang dihasilkan dalam penelitian Risnain dan penulis. 

Apabila produk legislasi mesti mencapai target Prolegnas sebagaimana 

penelitian Risnain, maka motif semacam itu tampak terlalu naïf di hadapan 

manipulasi politik yang kerap dilakukan dalam proses legislasi. Sederhananya, 

kriteria yang dipersyaratkan dalam mekanisme legislasi integratif demi 

mendongkrak kuantitas dan mutu legislasi cenderung bersifat etis, alih-alih 

prosedural. Risnain seperti “menanam pisang tapi berharap yang tumbuh adalah 

durian”. Ketika problem prosedur diuraikan panjang lebar dalam penelitiannya, 

justru himbauan etis yang dihasilkan sebagai jawaban dari persoalan prosedur. 

Sementara penelitian yang dilakukan penulis memang menghendaki 

dihadirkannya suatu produk hukum. Akan tetapi, tidak menutup mata dari 

kenyataan bahwa produk hukum tidak lebih dari kristalisasi kepentingan politik 

yang saling bersaing.14 Konsekwensinya, peningkatan kuantitas produk hukum 

 
14 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet.ke-7 (Jakarta: Rajawali pers, 2017), 

hlm. 15. 
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mesti berdasarkan kriteria kemendesakan pada waktu tertentu. Artinya, meskipun 

berharap dibentuknya produk hukum, tapi di sisi lain juga berdampak pada 

mangkraknya RUU tertentu dalam Prolegnas akibat perbedaan skala 

kemendesakan dan kebutuhan, baik dari aspek sosiologis, yuridis, maupun 

filosofis. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Risdiana Izzaty berjudul, “Mekanisme 

Carry-Over untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan 

pada Pergantian Periode Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat.”15 Skripsi tersebut 

mengkaji perihal persoalan inefisiensi dan inefektivitas legislasi akibat lambannya 

pembahasan RUU yang melewati satu kali masa jabatan DPR.  

Untuk itu, Risdiana menelaah urgensitas mekanisme carry-over sebagai 

jawaban dari mandeknya proses legislasi yang memakan banyak waktu itu. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut ialah mekanisme carry-over 

dapat dipandang sebagai upaya mencapai pembentukan undang-undang yang 

berkelanjutan, efektif, dan efisien. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Risdiana denga penulis terletak pada 

subjek berupa kekuasaan legislasi, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan 

problematika mekanisme legislasi yang dibahas bersama oleh Pemerintah dan 

DPR. Sementara perbedaannya, terletak pada objek yang dikaji dalam penelitian. 

Apabila Risdiana mengkaji mekanisme carry-over, maka penulis mengkaji 

mekanisme fast-track sebagai objek dalam penelitian. 

 
15 Risdiana Izzaty, “Mekanisme Carry-Over untuk Menjamin Pembentukan Undang-

Undang yang Berkelanjutan pada Pergantian Periode jabatan Dewan Perwakilan Rakyat,” Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020. 
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Perbedaan itu menandai bahwa, Risdiana mengkaji persoalan legislasi 

secara prosedur-formalistik belaka, yakni dengan menjadikan mekanisme carry-

over sebagai jawaban untuk mencapai target legislasi yang kerap kali mangkrak. 

Kecenderungan untuk mencapai target utamanya dalam Prolegnas, justru 

menafikkan aspek kualitas produk hukum yang dihasilkan. Sehingga, 

problematika legislasi seperti inefisiensi dan inefektivitas hanya terselesaikan 

secara formalistik, alih-alih substantif. 

Untuk itu, diperlukan kajian yang dapat mengatasi persoalan baik dari 

aspek prosedur formal yang menjadikan RUU lamban diselesaikan maupun dari 

aspek substantif yang menjadikan produk hukum kerap memiliki kualitas yang 

rendah. Hal demikian menggemakan urgensi dilakukan penelitian terhadap 

proyeksi fast-track yang mengatasi kedua aspek masalah tersebut. 

E. Landasan Teori  

1. Negara Hukum 

Pada wilayah anglosaxon, muncul pula konsep negara hukum (rule of 

law) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:16 

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law); tidak adanya kekuasaan 

sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang 

hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;  

b. Kedudukan yang sama dalam mengahadapai hukum (equality before the law)  

 
16 Ridwan H.R, Hukum Administarsi Negara, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), hlm.5.  
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c. Terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh 

undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.  

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut mengalami 

penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsurunusrnya sebagai berikut:  

a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.  

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya hatur 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.  

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)  

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.  

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) 

yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut bennarbenar 

tidak memihak dan tidak dibawah pengaruh eksekutif.  

f. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara 

untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan 

yang dilakukan oleh pemerintah.  

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 

merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.  

Perumusan unsur-unsur negara hukum dalam sistem Kontinental dan 

anglosaxon tersebut tidak lepas dari falsafah dan sosio politik yang melatar 

belakanginya, terutam pengaruh falsafah individualisme, yang betumpu pada 

kebebasan (liberty) individu dan hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak lain 

termasuk bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Semangat membatasi 
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kekuasaan negara ini semakin kuat setelah lahirnya adagium yang begitu 

populer.17  

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie prinsip negara hukum Indonesia 

adalah:  

a. Supermasi Hukum (Supremacy Of Law);  

b. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);  

c. Asas Legalitas (Due Process of Law);  

d. Adanya pembatasa kekuasaan berdasarkan undang-undang;  

e. Berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling 

mengendalikan;  

f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;  

g. Tersedianaya uapaya Peradilan Tatat Usaha Negara;  

h. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Adjudication)  

i. Perlindungan hak asasi manusia;  

j. Bersifat demokrastis (Democratic Rule of Law atau Democratische 

Rechstaat) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan 

partisipatoris dapat terwujud;  

k. Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtstaat);  

l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang 

transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang 

terbuka;  

m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.18  

 
17 Ibid, hlm.6.  
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2. Fiqh siyāsah 

Fiqh siyāsah berasal dari dua kata, yakni fiqh dan siyāsah. Fiqh, secara 

leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti. Secara etimologis, fiqh bermakna 

keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau 

pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.19 

Sederhananya, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum praktis 

yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap 

dalil-dalil syarak yang terperinci.20 Sementara siyāsah, secara etimologis 

bermakna mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.21 

Terdapat 4 (empat) hakikat siyāsah menurut Abdurrahman Taj 

sebagaimana dikutip Muhammad Ramadhan, yakni:22 

1. Siyāsah berhubungan dengan pengaturan hidup manusia. 

2. Pengurus dan pengatur ini dilaksanakan dan dipegang oleh penguasa. 

3. Tujuan dalam pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat. 

 
18 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), hlm. 132.  

19 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2014), hlm. 23. 

20 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 10. 

21 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2014), hlm. 25. 

22 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah, 

(Pekalongan: Penerbit NEM, 2019) hlm. 19. 
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4. Pengaturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. 

Sementara J. Suyuthi Pulungan , setelah menguraikan beragam pendapat 

ahli, mengemukakan definisi fiqh siyāsah sebagai mengatur dan mengurus 

manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka 

kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan.23 

Lebih lanjut, parameter fiqh siyāsah yang akan digunakan dalam penelitian 

ini mengacu pada pendapat Ibn Aqil, yakni kemaslahatan dan kemafsadatan. 

Dengan kata lain, segala sesuatu yang mendekatkan kepada kemaslahatan dan 

menjauhkan dari kerusakan meskipun tidak ada tinjaunnya dari wahyu, dapat 

dikatakan sejalan dengan cita-cita politik Islam (fiqh siyāsah).24 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yag digunakan adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan 

penelitian yang memanfaatkan sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data 

penelitiannya.  

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah deskriftif-analitis, yaitu penguraian secara 

teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudan data 

yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis. 

 
23 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2014), hlm. 26. 

24 Muhamad Sofi Mubarok, Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah, (Jakarta Selatan: Pustaka 

Harakatuna, 2017), hlm. 31. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang 

berkaitan dengan pembentukan undang-undang dengan prosedur yang cepat 

dengan menggunakan teori negara hukum dan  fiqih siyāsah. Kemudian bersifat 

analistis karena penelitian ini menganalisis tentang sebuah prosedur yang cepat 

dalam penyususan undang-undang yang kemudian disebut dengan fast-track 

legislation. 

3. Pendekatan  

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan 

konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan undang-undang. 

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Dalam penerapannya nantinya akan  ditelaah konsep hukum yang relevan 

dengan rumusan yang sedang ditelliti. Terutama tekait kewenangan DPR dalam 

penerapan  Fast-track legislation dalam proses penyusunan peraturaan perundang-

undangan. 

b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mencermaati fakta-fakta empris 

berdasarkan budaya maupun histori suatu negara. Dengan tujuan membandingkan 

tatanan hukum yang ada pada suatu negara terhadap negara lain. 

c. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Menelaah dan mengidentifikasikan  peraturan perundang-undangan dan 

resgulasi yansg berkaitan dengan ketentuan fast-track legislation yang sedang 

diteliti, meliputi UUD NRI 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-
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undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 

Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakasna Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat No 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-undang, 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Tertib. Hal ini bertujuan untuk menjawab mengenai upaya hukum 

apakah yang dapat dilakukan untuk memastikan proses keberlanjutan 

penyusunan undang-undang. 

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum Penelitian  

Pengumpulan data merupakan langkah ril yang sangat dibutuhkan 

sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penelitian 

Yuridis-Filosofis atau kepustakaan teknik pengumpulan dilakukan dengan studi 

pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum Primer, bahan hukum 

Sekunder, bahan hukum Tersier.25  

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen 

berupa data primer, data sekunder dan tersier.  

a. Bahan Hukum Primer  

Adapun sumber data primer penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

 
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.160.  
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Majelis 

Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakasna Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat No 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-undang, 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Tertib. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap data dan bahan hukum primer, yang dapat berupa buku, 

skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-

artikel maupun doktrin huku yang mampu dijadikan alat untuk mendukung 

penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum (baik 

yang di publikasikan secara umum maupun tidak), tetapi tetap dapat digunakan 

untuk membatu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum, 

Misalnya, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Asing, kamus Hukum, 

atau seperti wawancara, seminar, berita, atau dari perkuliahan.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama, pada bab pertama ini mengenai latar belakang permasalahan 

yang berangkat dari sebuaj keadaan yang terjadi pada pertengahan antara 2019 

dan 2020 dimana terdapatnya beberapa peraturan perundang-undangan yang 

dibuat secara cepat atau kilat yang terkesan meggunakan metode fast-track 

legislation sedangkan mekanisme tersebut belum terdapat aturan yang mengatur. 

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum teori yang digunakan 

dalam menganilisis fast-track legislation yaitu teori negara hukum dan teori fiqh 

siyāsah maupun konsep negara hukum dalam fiqh siyāsah. 

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas tentang tinjauan fast-track 

legislation dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian 

akan diuraikan sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

dan tinjauan umum mekanisme fast-track legislation dalam proses penyusunan 

peraturan perundang-undangan di Inggris dan Amerika Serikat, sehingga nantinya 

menjadi pertimbangan untuk menerapkan mekanisme fast-track legislation di 

Indonesia yang disesuikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

telah berlaku sebelumnya. 

Bab Keempat, pada bab ini akan dilakukan analisis mengenai ketentuan 

fast-track legislation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia serta menganalisis menggunakan teori fiqh siyāsah dan Negara Hukum. 

Bab Kelima, bab terakhir ini ditarik sebuah kesimpulan dari jawaban-

jawaban rumusan masalah yang telah jabarkan pada bab sebelumnya, selain itu 
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dalam bab ini juga akan disematkan saran berupa rekomendasi untuk mencapai 

tujuan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, akhirnya penulis 

mengambil suatu kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan awal 

hingga akhir dalam rangka memberikan jawaban singkat. Sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Apabila hendak diterapkan dapat dilakukan dengan beberapa skenario, 

pertama memasukkan kedalam hukum positif seperti yang dilakukan 

negara United Kingdom atau diluar dari konstitusi tapi legislator memiliki 

wewenang untuk menentukan cara pembentukan seperti di Amerika 

Serikat, Kedua, perlu dipahami bahwa pengaturan FTL tidak 

menghilangkan satupun prosedur dari pembuatan undang-undang yang 

sejauh ini sudah diterapkan di Indonesia. Terkait dengan lama waktu 

pembuatannya tidak dapat diperkirakan sejauh mana dan berapa lama 

waktu yang harus ditempuh karena pembuatan undang-undang dengan 

cara biasa saja tidak diatur mengenai hal tersebut.  Ketiga, pengaturan fast-

track legislation harus mengatur serta membatasi materi muatan undang-

undang apa saja yang dibentuk melalui fast-track legislation, beserta 

prosedur yang harus dialluinya. RUU yang ingin dipercepat haruslah tetap 

dilakasankan public advice. Keempat, adanya optimalsasi dari sebuah 

Lembaga dalam hal sistem pembentukan hukum di Indonesia adalah 

Badan Legislasi dalam merespon isu-isu krusial yang menuntut 
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penyelesaian pembentukan undang-undang secara fast-track legislation. 

Kelima, menerapkan metode sunset clause. Seperti halnya di UK 

pemuatan sunset clause dimaksudkan untuk memberikan jangka waktu 

pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada bagian akhirnya. 

Kerena sesuatu yang mendesak tidak selamanya dapat bersifat mendesak 

dapat tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi sebuah negara. 

2. Pengadopsian fast- track legislation sejalan dengan fiqh siyāsah. Islam 

mengatur agar keputusan yang diambil mesti mendatangkan kemaslahatan 

ummat sehingga dalam proses pengambilan keputusan hendaknya 

dilakukan dengan munsyawarah agar dikemudian hari dapat 

mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Dalam timbangan fiqh 

siyāsah, gagasan FTL dapat menekan sisi-sisi mudarat dalam pembuatan 

hukum di Indonesia yang kian berjarak dengan rasa keadilan dan justru 

merugikan masyarakat sebagai pihak terdampak. Hal sedemikian rupa 

menunjukkan bahwa proyeksi pengadopsian FTL lebih condong pada 

kemaslahatan ketimbang kemafsadatan. Hal demikian dibuktikan dengan 

kemampuan FTL dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat 

dengan cepat ketimbang melalui prosedur biasa. Selain itu, watak 

responsif FTL dalam proses legislasi, menjadi jawaban atas persoalan 

produk legislasi yang dibuat tanpa tolak ukur yang memadai. Segenap 

persyaratan dalam mekanisme FTL, menampung orientasi Islam atas 

prinsip keadilan dan persamaan. 
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B. Saran 

Penulis memberikan saran kepada para pembentuk legislasi untuk 

mengatur peraturan terkait pembentukan undang-undang dengan cepat dalam hal 

upaya penataan regulasi  dan tata kelola pembentukan hukum guna menghasilkan 

produk hukum yang berlandaskan prinsip keadilan. 

Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam mengkaji bagaimana 

proses fast-track legislation dapat di terapkan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. 
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